PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 19 “aron 20U

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

Menimbang

TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI KUTAI TIMUR,

: a bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur diberi

kewenangan untuk -~ mengelola dan memanfaatkan sumber
daya manusia yang bekerja pada lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten untuk diberdayakan, dikembangkan dan
ditingkatkan kejesahteraannya dalam melaksanakan tugas
berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kelangkaan frofesi,
prestasi kerja dan " j;ertimbangan obyektif lainnya dengan
memperhatikan tingginya biaya hidup di daerah serta
kemampuan keuangan daerah yang diberikan dalam rangka
peningkatan kesejahteraan pegawai;

. bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (8) Peraturan Menteri
Dalgsn Negern Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, kriteria pemberian tambahan
penghasilan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan
bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Kutai Timur;




.-""""\.

Mengingat

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesta Tabun
1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai
Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran
Negara Repubhik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3896) scbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3962 );

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesian Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penctapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-~Undang 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang

{Liembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2005 Nomor

38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4493);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Dacrah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesian
Tabhun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);




Menetapkan

6.

10.

11.

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesian Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741),

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5135);

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan
Penghasilan bag: Guru Pegawai Negen Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor
59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timaur
Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

: TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

Kabupaten adalah Kabupaten Kutai Timur.




Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati serta perangkat
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Timur.

Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang setelah memenuhi
syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang
yang digaji dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Kutai Timur dan/atau mereka yang bekerja
(diperkerjakan/diperbantukan) pada Pemerintah Kabupaten Kutai
Timur yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah disingkat SKPD adalah perangkat
daerah pada pemerintah dacrah sebagai unsur pembantu Kepala
Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri
dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga
teknis daerah (badan/kantor), kecamatan, dan kelurahan.

Tambahan penghasilan adalah tambahan penghasilan yang
diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai upaya untuk
peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja,
tempat bertugas, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan atau
pertimbangan objektif lainnya.

Kehadiran pada hari kerja adalah PNS wajib berada secara fisik
di dalam ruangan atau lingkungan tempat kerjanya pada hari-han
kerja dengan mengisi daftar hadir mulai pukul 07.30 wita sampai
dengan pukul 16.00 wita, dan Pegawai Negeri Sipil yang sedang
melaksanakan Tugas Dinas Luar (Dalam Daerah dan Luar Daerah)
disertai bukti Surat Perintah Tugas dari Pejabat yang berwenang.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
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BAB I
KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2
Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada
Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk
menyelesaikan fugas-tugas yang dinilai melampaut beban kerja
normal atau batas waktu normal yang dimilai berdasarkan kehadiran
pada han kerja.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada
Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas selaku pejabat yang
dilimpahkan seluruh atau sebagian kekuasaan pengelolaan
keuangan daerah oleh Bupati.
Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan
kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya
berada di dacrah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah
terpencil seperti akses jalan yang belum memadai, atau tidak
terjangkau akses komunikasi yang dinilai berdasarkan kehadiran
pada hari kerja.
Tambahan penghasilan berdasarkan profesi diberikan kepada
Pegawai Negeri Sipil yang memiliki keahlian, keterampilan khusus
yang tidak dimiliki Pegawai lainnya.
Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada
Pegawai Negert Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai
mempunyai prestasi kerja.
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya
dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai adalah
tambahan penghasilan yang diberikan kepada seluruh ‘pegawai
negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupateii; | berupa uang
makan yang dinilai berdasarkan kehadiran pada hari kerja.




BAB 111

PEGAWAI NEGERI SIPIL PENERIMA

TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

(1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana
dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada :

2)

(3)

a.

b.

Ca

d.

Sekretaris Daerah;
Asisten Sekretaris Daerah;
Staf Ahli Bupati;

Kepala Badan / Dinas /Sekretaris DPRD/Inspektur / Direktur
Rumah Sakit Umum;

. Kepala Kantor/Camat/Kepala Bagian/Sekretaris pada Badan,

Dinas dan Inspektorat/Inspektur Pembantu;

Kepala Bidang pada Badan dan Dinas/Kepala Bagian atau
Bidang pada RSU, Sekretaris Kecamatan;

. Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang/Kepala

Cabang Dinas Diknas/Lurah/Widyaiswara;

h. Staf pelaksana struktural.

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana
dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) di berikan kepada :

a.

b.

c.

d.

Koordinator Pengelola Kenangan Daerah;

Pejabat . Pengelola Keuangan Daerah/Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah;

Kuasa Bendahara Umum Daerah;

Pengguna Anggaran SKPD.

Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana
dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) diberikan kepada :

a.
b.

2ol

Camat;

Sekretaris Camat;

Kepala Seksi pada Kantor Camat;
Staf Kantor Camat;

Guru/Tenaga Kependidikan;




f. Dokter di Puskesmas/puskesmas pembantu;
g. Tenaga medis di puskesmas/puskesmas pembantu.

(4) Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan  profesi
sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) diberikan kepada
dokter/spesialis yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Daerah
dan Tenaga Web Design pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
Kabupaten Kutai Timur.

(3) Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana
dimaksud pada Pasal 2 ayat (5) diberikan kepada

a. PNS Puma Tugas;
b. Pegawai Teladan Kabupaten.

(6) Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil daerah
berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud
pada Pasal 2 ayat (6) diberikan kepada seluruh Pegawai Negeri
Sipil, dalam bentuk uang makan.

BAB IV
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4
Besaran tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

BABV
PERSYARATAN
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 5

(1) Pegawai Negeri Sipil yang berhak mendapatkan tambahan
penghasilan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kelangkaan
profesi, prestasi kerja dan uang makan adalah pegawai yang hadir
untuk melaksanakan tugas.

(2) Pegawai Negeri Sipil yang berhak mendapatkan tambahan
penghasilan berdasarkan beban kerja yang diberikan tugas selaku
pejabat yang dilimpahkan seluruh atau sel;agian kekuasaan
pengelolaan keuangan daerah oleh Bupati, yaitu Koordinator
Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah, Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah dan
Pengguna Anggaran SKPD, diberikan secara tetap setiap bulannya.




(3) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) ditetapkan dengan ketentuan apabila tidak hadir
melaksanakan tugas dikurangi 3% dari besaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4.

(4) Tambahan penghasilan scbagaimana ketentuan pasal 3 ayat (6),
didasarkan pada kehadiran Pegawai Negeri Sipil per harinya dengan
ketentuan bahwa jika tidak hadir tidak akan diberikan tambahan
penghastlan dimaksud.

Pasal 6

(1) Tambahan Penghasilan diberikan untuk 22 (dua puluh dua) hari kerja
efektif dalam satu bulan.

(2) Dalam hal hari kerja dalam 1 (satu) bulan lebih atau kurang dari 22
(dua puluh dua) han kerja efektif, kepada pegawai Negeri Sipil tetap
diberikan tambahan penghasilan untuk 22 (dua puluh dua) hari kerja.

(3) Dalam hal Pegawai Negen Sipil tidak hadir selama 22 (dua puluh dua)
hari kerja, maka kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak diberikan
tambahan penghasilan.

Pasal 7
Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dibayarkan sesuai
kemnampuan keuangan daerah.

BAB VI
MEKANISME PENAGIHAN

Pasal 8

(1) Penagihan tambahan penghasilan dilaksanakan setiap bulan berjalan.
(2) Pimpinan SKPD menyampaikan Surat Permohonan Permintaan

Pembayaran (format terlampir) yang dilampiri dengan :

a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutiak atas Rekapitulasi
Kehadiran Pegawai dan Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan
(format terlampir);

b. Rekapitulasi Kahadiran Pegawai (format terlampir);

c. Daftar Penerimaan Tambahan penghasilan.




(3) Sebagai keabsahan rekapitulasi Kehadiran Pegawai maka sebelum

permintaan pembayaran disampaikan ke Bagian Keuangan Sekretariat
Kabupaten maka terlebih dahulu Rekapitulasi Kehadiran Pegawai
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diumumkan dan
ditempelkan pada papan pengumaunan masing-masing SKPD untuk
memperoleh tanggapan.

(4) Penempatan Rekapitulasi Kehadiran Pegawai sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), setelah Rekapitulasi Kehadiran Pegawai diterbitkan oleh
SKPD masing-masing.

(5) Setelah diumumkan dan tidak terdapat keberatan atas keabsahan

scbagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dokumen sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Bagian Keuangan
Sekretariat Kabupaten mulai tanggal 1 bulan berjalan beserta dokumen
lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 9

Keabsahan Rekapitulasi Kehadiran Pegawai dan daftar Penerimaan
Tambahan Penghasilan menjadi tanggung jawab pimpinan SKPD atau

pejabat yang menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 ayat (2).
BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10

(1) Peraturan Bupati ini diberlakukan surut sejak bulan Januart 2011

(2)

. )

sampai bulan Desember 201 1.

Ketentuan tambahan penghasilan bagi tenaga pendidik dan
kependidikan akan diatur tersendiri sesuai dengan mekanisme
peraturan perundangan di bidang Pendidikan dan diatur dalam
Keputusan Bupati Kutai Timur.

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang
mengatur tentang Tunjangan Kinerja Daerah dan Tambahan
Penghasilan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai
Timur, segera menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.
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BAB VIl
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan Pengundangan
Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
Pada tanggal 2 Aoxex 204

BUPATI KUTAI TIMUR,

H. ISRAN NOOR
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